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ABSTRACT 

 

Limited funds for infrastructure development, the high number of uninhabitable houses 

and housing backlogs in South Sumatra Province have forced the government to find 

a solution to this problem by building flats through a public private partnership 

financing scheme. This study aims to determine the collaborative governance of the 

construction of flats in the Department of Housing and Settlement Areas of South 

Sumatra Province through a collaborative process of each party involved. The method 

used is a qualitative approach with a case study design. The results of the study show 

that the collaboration process for the construction of flats in Disperkim Prov. South 

Sumatra is running well by involving Bappeda and PPP Consultants. However, there 

is no collaborative governance in this research because the private sector, in this case 

the consultant, works together in the form of a contract paid by Disperkim Prov. 

Sumsel is in charge of collaborative projects, so it is not yet included in collaborative 

governance because it only involves one actor. In addition, the construction of these 

flats is still at the planning stage so that there is no real form of collaboration yet. 
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ABSTRAK 

 

Keterbatasan dana dalam pembangunan infrastruktur, tingginya jumlah rumah tidak 

layak huni dan backlog perumahan di Provinsi Sumatera Selatan membuat pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan mencari solusi atas masalah ini dengan membangun rumah 

susun melalui skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance pembangunan 

rumah susun di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera 

Selatan melalui proses kolaborasi setiap pihak yang terlibat. Metode yang digunakan 

yaitu pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa proses kolaborasi pembangunan rumah susun di Disperkim Prov. Sumsel 

berjalan baik dengan melibatkan pihak Bappeda dan Konsultan KPBU. Namun 

penelitian ini tidak ada collaborative governance karena pihak swasta dalam hal ini 

konsultan bekerja sama dalam bentuk kontrak yang dibayar oleh Disperkim Prov. 

Sumsel selaku penanggung jawab proyek kerjasama, sehingga belum termasuk pada 

collaborative governance karena terhitung hanya melibatkan satu aktor. Selain itu 

pembangunan rumah susun ini masih pada tahap perencanaan sehingga belum ada 

bentuk nyata dari sebuah kolaborasi. 

 

Kata kunci : Collaborative Governance, Proses Kolaborasi, Pembangunan Rumah 

Susun 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 

merupakan rancangan pembangunan global untuk mengatasi masalah lingkungan, 

sosial dan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat dunia. Artinya secara 

berkesinambungan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga 

kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, membangun dan menjaga kualitas 

lingkungan hidup yang menjamin keadilan dari generasi ke generasi sehingga dapat 

terjaga kualitasnya. SDGs adalah komitmen global dan nasional yang diharapkan 

tercapai pada tahun 2030 terdiri dari 17 tujuan dan 169 target untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Pemerintah berperan penting dalam mengoptimalkan 

pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kapasitas daerah. 

Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan perumahan dengan menyediakan rumah 

layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.  

Hal ini sejalan dengan dua tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tujuan 

kesembilan dan kesebelas. Tujuan SDGs yang ke-sembilan yaitu membangun 

infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan 

serta mendorong inovasi; dengan target membangun infrastruktur berkualitas yang 

andal, stabil dan berkelanjutan, termasuk infrastruktur regional dan nasional yang 

dapat diakses merata untuk semua serta mendorong pembangunan ekonomi dan 

menciptakan kesejahteraan manusia.  Tujuan SDGs yang ke-sebelas yaitu membangun 

kota dan pemukiman menyeluruh, sejahtera, tangguh dan berkesinambungan dengan 
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target menjamin akses perumahan yang layak, aman dan terjangkau serta layanan dasar 

untuk semua dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh. SDGs dirancang untuk 

melibatkan seluruh aktor pembangunan, termasuk Pemerintah, Civil Society 

Organization (CSO), sektor swasta, akademisi dan sebagainya. Artinya diperlukan 

kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan agar SDGs dapat terwujud. 

Collaborative governance adalah proses dan struktur untuk pengelolaan dan 

formalisasi keputusan kebijakan publik yang secara konstruktif melibatkan pemerintah 

dan/atau aktor di berbagai tingkatan, seperti lembaga publik, lembaga swasta, dan 

masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai jika dilakukan 

satu pihak saja (Balogh, 2011:2). Collaborative governance dalam perspektif 

administrasi publik adalah model tata kelola strategis dimana berbagai aktor 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama dalam sebuah forum dengan 

pejabat pemerintah untuk memecahkan masalah yang tidak dapat ditangani oleh 

pemerintah sendiri. Paradigma New Public Service (NPS) menyebutkan bahwa konsep 

governance merupakan tingkat penggunaan kekuasaan dalam berbagai bidang untuk 

memecahkan masalah publik dengan mempertimbangkan berbagai pemangku 

kepentingan termasuk partisipasi publik untuk mencapai kesepakatan bersama.  

Collaborative Governance muncul sebagai respon terhadap kegagalan 

implementasi, biaya yang tinggi dan politisasi regulasi (Ansell & Gash, 2007). Artinya 

kolaborasi terjadi karena adanya inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong 

kolaborasi dan koordinasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh publik saat 

ini. Collaborative governance semakin dianggap perlu dan diinginkan sebagai strategi 

untuk mengatasi banyak tantangan publik masyarakat yang paling sulit (Agranoff & 

McGuire, 2003). Studi kolaborasi antar pemangku kepentingan berarti bahwa 
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pemerintah bekerjasama dengan berbagai aktor, lembaga, bahkan warga negara untuk 

mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk semua orang.  

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri dipercepat 

agar Indonesia memiliki daya saing tinggi, pertumbuhan ekonomi yang pesat, 

kesejahteraan masyarakat meningkat, serta terwujudnya pelayanan publik yang lebih 

baik. Pemerintah terus memperbaiki regulasi dalam mendukung pembangunan 

konstruksi dan infrastruktur. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah 

dalam proses pembangunan konstruksi dan infrastruktur ini salah satunya adalah 

masalah pembiayaan. Dana yang disediakan pemerintah dan dana yang dibutuhkan 

untuk pembangunan konstruksi dan infrastruktur mengalami masalah pembiayaan atau 

finance gap karena potensi pendanaan dari APBN dan APBD yang terbatas. 

 

Gambar 1. Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 

 

Sumber : Dokumen rapat proyek KPBU Disperkim 2022 

 

Pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 kebutuhan pendanaan 

infrastruktur sebesar Rp. 6,445T, sedangkan APBN dan APBD hanya mampu 
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mengcover sebesar 37%, BUMN sebesar 21% sehingga terdapat gap pembiayaan 

untuk pemenuhan kebutuhan dana tersebut. Keterbatasan dana tersebut membuat 

Pemerintah mencari solusi atas masalah ini dengan melibatkan berbagai pihak dalam 

pembangunan dan pengembangan infrastruktur, seperti pihak swasta atau badan usaha. 

Bentuk kerjasama ini dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) atau 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).  

Public Private Partnership merupakan bentuk kerjasama antara sektor publik 

dan privat untuk menyediakan fasilitas layanan publik berdasarkan perjanjian dan 

pembagian risiko. PPP di Indonesia diketahui sebagai KPBU yang telah diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan 

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. KPBU 

merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk Penyediaan 

Infrastruktur publik sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJPK, 

yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan 

mempertimbangkan pembagian risiko di antara para pihak. Mekanisme PPP dilakukan 

agar dapat mengurangi tanggungan APBN/APBD dan membuka peluang bagi swasta 

untuk ikut serta dalam pengembangan infrastruktur, serta memberikan manfaat seperti 

efisiensi biaya pembangunan, terdapat penyaluran pengetahuan dan keterampilan dari 

swasta untuk menghasilkan manajemen infrastruktur yang berkualitas. 

Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Disperkim Prov. Sumsel salah 

satunya adalah menyediakan rumah layak huni yang terjangkau bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sumatera Selatan. Kondisi perumahan Sumatera 

Selatan berdasarkan indikator kualitas perumahan tergolong baik dikarenakan tiga dari 
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empat indikator kualitas perumahan yakni lantai bukan tanah, atap layak dan dinding 

permanen berada pada persentase diatas 90% pada tahun 2016-2020, meskipun terjadi 

penurunan pada indikator atap layak di tahun 2019 dan 2020 ke angka 91%. 

Berdasarkan indikator kualitas perumahan dan ketersediaan fasilitas, perumahan di 

Sumatera Selatan dapat dikatakan sudah cukup memadai, namun dalam Buku Saku 

Disperkim tahun 2021 diketahui bahwa jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

Provinsi Sumatera Selatan masih cukup tinggi, meskipun jumlah RTLH mengalami 

penurunan dalam empat tahun terakhir.  

 

Grafik 1. RTLH Provinsi Sumatera Selatan

 

Sumber : Buku Saku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 2021 

 

Pada tahun 2021 jumlah rumah tidak layak huni di angka 341.558. banyaknya 

rumah tidak layak huni menandakan adanya kebutuhan untuk tempat tinggal layak 

huni baik dalam bentuk rumah ataupun rumah susun. Terlebih lagi jumlah backlog 

(jumlah kekurangan) perumahan masih menunjukkan peningkatan sebanyak 26.083 

unit dari data tahun 2020 menunjukkan angka sebanyak 406.125 unit. Backlog rumah 

adalah salah satu indikator yang digunakan Pemerintah untuk mengukur kebutuhan 
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perumahan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dan RPJMN 

terkait sektor perumahan. 

 

Tabel 1. Jumlah Backlog Perumahan Provinsi Sumatera Selatan 

No. Kota/Kabupaten 
Tahun 

2020 2021 

1. Kab. Ogan Komering Ulu 21.108 16.415 

2. Kab. Ogan Komering Ilir 36.130 41.336 

3. Kab. Muara Enim 25.431 26.559 

4. Kab. Lahat 20.599 19.294 

5. Kab. Musi Rawas 8.433 11.750 

6. Kab. Musi Banyuasin 15.448 26.556 

7. Kab. Banyuasin 22.377 20.210 

8. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 14.528 12.932 

9. Kab. Ogan Komering Ulu Timur 14.381 17.312 

10. Kab. Ogan Ilir 18.486 29.143 

11. Kab. Empat Lawang 11.302 10.889 

12. Kab. Penungkal Abab Lematang Ilir 5.213 2.612 

13. Kab. Musi Rawas Utara 9.064 10.136 

14. Kota Palembang 121.381 122.932 

15. Kota Pagaralam 9.110 13.084 

16. Kota Lubuk Linggau 14.408 9.523 

17. Kota Prabumulih 12.642 15.442 

Total 380.042 406.125 

Sumber : Buku saku Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 2021 

 

Kebutuhan mendesak untuk menyediakan rumah layak huni dan terjangkau 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sumatera Selatan ini membuat 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Disperkim Prov. Sumsel berupaya 
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menurunkan tingginya angka rumah  yang belum tertangani di Sumatera Selatan 

dengan membangun rumah susun. Mengingat keterbatasan dana pemerintah daerah 

saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berinisiasi dalam percepatan 

penyediaan infrastruktur, dengan penyediaan perumahan dengan membangun rumah 

susun dengan mekanisme PPP atau skema pembiayaan KPBU. Prinsip dasar PPP 

adalah alokasi sumber daya, risiko, tanggung jawab dan imbalan antara kedua pihak 

yang terlibat dalam kerjasama. 

Adanya pembangunan rumah susun dengan mekanisme public private 

partnership diharapkan adanya subsidi silang atas penyediaan rumah susun untuk 

MBR yang dioperasikan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam hal 

ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat 

di rusun tersebut dengan fasilitas infrastruktur yang lebih lengkap di bidang 

pendidikan, kesehatan, olahraga dan rekreasi yang dikelola pemerintah/badan usaha 

sesuai dengan kajian lebih lanjut di bidang: teknik, lingkungan, masyarakat, budaya, 

keuangan dan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak 

agar pembangunan dengan mekanisme PPP ini memiliki nilai investasi yang tinggi 

dan menarik bagi investor untuk berperan serta dalam pelaksanaan proyek dengan 

mekanisme PPP atau skema pembiayaan KPBU di Sumatera Selatan. 

Disperkim Prov. Sumsel bekerjasama dengan jasa konsultan dari Valorem 

Indonesia untuk proses perencanaan, penyiapan hingga transaksi termasuk penyiapan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proyek kerjasama Pemerintah Daerah 

dengan badan usaha terkait pembangunan rumah susun di Provinsi Sumatera Selatan. 

Sedangkan pelaksanaan dan pengoperasian pembangunan rumah susun ini nantinya 

akan dilaksanakan oleh pihak Badan Usaha Pelaksana (BUP) pemenang lelang 
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nantinya termasuk pendanaan pembangunan. Rumah susun ini akan dibangun diatas 

lahan milik Pemprov. Sumsel yang berlokasi di Kecamatan Banyuasin, yang 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di wilayah tersebut, 

meningkatkan pendapatan daerah dan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia akibat 

bertambahnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.  

Permasalahan yang dialami saat ini adalah pemahaman mekanisme PPP/KPBU 

yang multitafsir baik oleh atasan maupun pegawai yang seringkali disamakan dengan 

BOT (Build Operate Transfer) atau dikenal dengan BGS (Bangun Guna Serah). BOT 

merupakan cerminan dari mekanisme PPP sebagai pembiayaan alternatif pengadaan 

infrastruktur untuk pelayanan publik, namun memiliki perbedaan dimana skema BOT 

berfokus pada status kepemilikan aset baik milik Pemerintah selama masa konsesi 

maupun milik swasta selama masa operasional. Selain itu PPP merupakan proyek 

jangka panjang yang berisiko tinggi dengan nilai investasi yang besar, dimana antara 

pemerintah dan badan usaha saling berbagi risiko. Contohnya apabila dalam 

pengembalian investasi terjadi perubahan tarif, maka penetapan tarif akan tetap diatur 

pemerintah. Selain terkait risiko peraturan dan politik, termasuk pengadaan lahan 

akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan pembiayaan, desain, kenaikan 

harga konstruksi, biaya operasional dan risiko konstruksi akan dialihkan kepada pihak 

swasta.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan Febrian (2016), Sudirman dkk. (2020), 

Prabowo dkk. (2021) dan Sudirman dkk. (2022) menyatakan bahwa Collaborative 

Governance dengan partisipasi berbagai aktor pemerintah dan nonpemerintah dinilai 

dapat dijadikan sebuah solusi untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan 

masyarakat serta mampu mencapai tujuan SDGs ke-1 yaitu mengurangi kemiskinan. 
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Sedangkan penelitian Saputra (2020) dan Silayar dkk. (2021) menegaskan proses 

collaborative governance belum berjalan baik karena SDM masih lemah, prinsip 

kolaborasi belum diterapkan, perlu penguatan kelembagaan, serta belum memiliki 

peraturan tertulis secara spesifik.  

Penelitian Piani (2020) dan Kirana & Artisa (2020) menyatakan bahwa 

pelaksanaan collaborative governance memerlukan komunikasi yang efektif agar para 

aktor optimal. Sedangkan Susanti & Juwono (2019) serta Setiawan dkk. (2022) 

mengindikasikan bahwa proses collaborative governance dalam KPBU/PPP cukup 

berjalan baik, meskipun perlu peningkatan keterlibatan antar aktor untuk kesepakatan 

bersama, peraturan yang mengatur aksi dan peran kolaborasi, serta distribusi 

akuntabilitas dan tanggung jawab. Meski sudah banyak peneliti yang berusaha 

menganalisis collaborative governance, tetapi belum ada yang berusaha mengungkap 

fenomena dari sudut pandang proses kolaborasi pembangunan rumah susun dengan 

kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 

Sistem manajemen yang tepat merupakan salah satu kunci untuk menentukan 

apakah suatu institusi dapat mencapai tujuannya. Dalam proses collaborative 

governance membutuhkan pembaharuan untuk mensinergikan perspektif antar 

pemangku kepentingan yang berbeda, mendekatkan diri dengan masyarakat, 

memperluas kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya. 

Artinya collaborative governance berperan penting dalam mencapai tujuan, apabila 

proses kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder terkait dapat terjalin dengan baik 

dan optimal, maka tujuan akan tercapai secara efektif. maka perlunya sebuah kajian 

lebih lanjut mengenai collaborative governance pada pembangunan rumah susun 

pada Disperkim Prov. Sumsel. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana proses kolaborasi 

pembangunan rumah susun di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Sumatera Selatan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui proses kolaborasi 

pembangunan rumah susun di Disperkim Prov. Sumsel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Publik tentang collaborative 

governance. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

sumbangan pemikiran bagi Disperkim Prov. Sumsel dalam praktik kolaborasi 

antar stakeholder agar lebih efektif dan efisien.
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